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BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS
BUMI. Surat Rekomendasi. Perangkat Daerah.
Pembelian. Pedoman.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Menimbang

NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN
BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

a.

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan
pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap
kelancaran dan ketepatan pelaksanaan
pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu
bagi Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012
tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menyusun
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Pembelian
Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;

bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari
Jumat tanggal 7 September 2012 telah menyepakati
untuk menetapkan Pedoman Penerbitan Surat
Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dalam
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi;
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Mengingat

1.

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi tentang Pedoman Penerbitan Surat
Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5308);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4996;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2009;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

7. Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2011 tanggal
29 Desember 2011;

8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/1X/2005 tentang
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;

9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 09/P/BPH Migas/XIl1/2005 tentang
Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
18/P/BPH Migas/V/20009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS

BUMI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT
REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS

TERTENTU.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini, yang dimaksud dengan:

1.

Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu yang selanjutnya disebut BBM
Jenis Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah
dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar
Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan
mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.

Surat Rekomendasi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah kepada Konsumen Pengguna BBM Jenis
Tertentu untuk melakukan pembelian BBM Jenis Tertentu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah
provinsi/kabupaten/kota.
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